DAFTAR PUSTAKA
A. Buku

Asosiasi Advokat Indonesia,  UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia. Jakarta. 2005

Asshiddiqie, Jimly. Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum. Orasi Hukum DPP IPHI. Bandung, 2008 

Atmasasmita, Romli. Sistem Peradilan Pidana, Binacipta, Bandung. 2006

Arief, Barda Nawawi. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
Bambang Widjojanto, Politisasi Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi, Cetakan Pertama April 2009

Bernard L. Tanya, dkk, Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi), Yogyakarta, Genta Publishing, 2013
Binziad Kadafi, dkk, Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum Indonesia, PSHK-The Asia Foundation, Cetakan ke 3 Npember 2002;

Daniel S Lev, Kata Pengantar dalam Buku Advokat Indonesia Mencari Legitimasi : Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi HukumDi Indonesia , ditulis oleh Binzai Kadafi dkk, The Asia Foundation-PSHK, Cetakan ke 3, 2002.

Ismu Gunadi Widodo, Tanggungjawab Advokat Dalam Penegakan Hukum, Kencana, Jakarta, 2009

Komisi Hukum Nasional, Akar-akar Mafia Peradilan Di Indonesia (Masalah Akuntabilitas Penegak Hukum), Komisi Hukum Nasional RI, 2009

Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1998 

Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP, Semarang. 1999

Mudzhar, M. Atho. Peradilan Satu Atap dan Profesi Advokat, Puslitbang Kehidupan Beragama, Jakarta. 2005

Mardjono, Reksodiputro . Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1998 

Nikolas Simanjuntak, Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009

Rahardjo, Satjipto. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998

Rahmat Rosyadi, Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002

Rima, Fabiana. Mafia Hukum dan Moralitas Penegak Hukum, Pusat Pengembangan Etika Atma Jaya Jakarta. 2000

Roeslan Saleh. Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992

Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rineka Cipta. Jakarta, 1989 

Sumaryono,E.  Etika Profesi Hukum dan Norma-Norma Bagi Penegak Hukum. PT.Kanisius. Yogyakarta. 2007

Soepardi, Eddy Mulyadi. Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi. Fakutals Hukum Universitas Pakuan Bogor. 2009
Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni,Bandung, 1988 

Sarmadi, A. Sukris. Advokat, Litigasi dan Non-Litigasi Pengadilan Menjadi Advokat Indonesia Kini, Mandar Maju, Bandung. 2009
Syamsuddin, Amir. Tanggung Jawab Profesi dan Etika Advokat. Rineka Cipta. Jakarta. 2006
Situmorang, Victor M. Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil, Rineka Cipta, Jakarta, 2000 

Tanjung, H. Istilah Advokat, Pengacara, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 2005
Winata, Frans Hendra. Advokat Indonesia, Citra Idealisme dan Keprihatinan. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 2006
Wiyono, R. . Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2008 

B. Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia. 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) Tahun 2002
C. Internet 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt537c63a468269/advokat-advokatnakal-di-pusaran- korupsi. 

http://www.inilampung.com/advokat/korupsi/archives/6373id/ 

http://www.centroone.com/news/2014/06/1a/terbukti-oc.kaligis-divonis-5- tahun-bui/ 
Lampiran : Skripsi an. Mangiring Purba

R E S U M E  P U T U S A N 

Nomor : 1319 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG
Memeriksa : 

Nama




:   Otto Cornelis Kaligis

Jenis Kelamin  


:   Laki-laki

Pendidikan



:   S-3

Profesi 



:   Pengacara

Institusi 



:   Swasta

Waktu Kejadian Perkara 

:   2015

Waktu Inkracht 


:   2016

Area korupsi 



:   Jakarta

Jenis TPK 



:   Penyuapan

Dakwaan : 

Pertama

Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-l jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Kedua
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· Deskripsi Kasus
Maret 2015, Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Sumatera Utara memberitahukan kepada Otto Cornelis Kaligis bahwa ada surat panggilan permintaan keterangan dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Surat panggilan tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tentang dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH), dan Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan oleh karenanya meminta OC. Kaligis menjadi kuasa hukumnya. Sehubungan dengan itu, Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evy Susanti berkonsultasi dengan OC. Kaligis membahas bagaimana mencari upaya agar panggilan-panggilan tersebut tidak mengarah kepadanya. Kemudian OC. Kaligis menyarankan agar tidak usah datang atas permintaan keterangan tersebut dan mengusulkan permohonan pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ke PTUN Medan dan Gatot Pujo Nugrojo dan Evy Susanti menyetujuinya.

April 2015, Ahmad Fuad Lubis atas oermintaan Gatot Pujo Nugroho menandatangani surat kuasa kepada Tim Penasehat Hukum OC. Kaligis & Associates. Akhir bulan april 2015, OC. Kaligis, Gary dan Yurinda Tri Achyuni alias Indah menemui Syamsir Yusfan untuk dipertemukan dengan Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro untuk konsultasi masalah gugatan yang diajukan ke PTUN terkait perkara penyalahgunaan wewenang (yang merupakan perakra baru/belum pernah disidangkan melalui PTUN) bisa dimasukkan kedalam pengadilan PTUN). Setelah konsultasi, OC. Kaligis memberikan amplop berisi uang SGD5.000 kepada Tripeni Irianto Putro. Selanjutnya OC. Kaligis juga kembali menemui Syamsir Yusfan diruangannya dengan memberikan uang sebesar USD1.000.

Mei 2015, Syamsir Yusfan menelpon Gary dan menyampaikan bahwa menurut Tripeni Irianto Putro gugatan dapat didaftarkan. 5 Mei 2015, OC. Kaligis
menemui Tripeni Irianto Putro dan berkonsultasi atas permohonan gugatan yang diajukannya dan memberi Tripeni Irianto Putro beberapa buku karangan OC. Kaligis beserta satu buah amplop warna putih yang berisi uang sebesar USD10.000 dengan maksud agar Tripeni Irianto Putro menjadi hakim yang menangani perkara gugatannya. Kemudian Gary mendaftarkan gugatan Permohonan Pengujian Kewenangan tersebut. Selanjutnya Tripeni Irianto Putro selaku Ketua PTUN menetapkan majelis hakim yang menangani perkara tersebut adalah:

-  Ketua: Tripeni Irianto Putro;
-  Hakim Anggota: Dermawan Ginting;
-  Hakim Anggota: Amir Fauzi;
-  Panitera: Syamsir Yusfan.

Setelah menerima berkas perkara, Majelis Hakim mendiskusikan perkara tersebut. 18 Mei 2015, Sidang pertama dengan agenda pembacaan permohonan dan tanggapan Termohon. Sebelum sidang dimulai, OC. Kaligis, Gary dan Indah menemui Syamsir Yusfan meminta untuk bertemu dengan Tripeni Irianto Putro. Dalam pertemuan tersebut, OC. Kaligis, Gary dan Indah berbicara dengan Tripeni Irianto Putro terkait gugatan PTUN tentang pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang diajukan OC. Kaligis untuk menyakinkan Tripeni Irianto Putro selaku Ketua Majelis bersikap berani memutus sesuai dengan gugatan karena gugatan ini kategori baru.

Bahwa sekitar pertengahan Juni 2015 setelah persidangan acara Keterangan Ahli Lintong Siahaan dan Muhammad Rullyuandiyang diajukan oleh Pemohon. OC. Kaligis menemui Amir Fauzi untuk membahas mengenai Keterangan Ahli.

1 Juli 2015, Yenny Octorina Misnan melaporkan kepada OC. Kaligis terkait penerimaan uang sejumlah USD30.000 dan Rp50 juta dari Evy Susanti. Kemudian OC. Kaligis memerintahkan Yenny Octorina agar memasukan uang tersebut antara lain dimasukkan ke dalam 5 (lima) ampolop putih yang perinciannya yaitu 3 (tiga) amplop putih masing-masing berisi USD5.000 dan 2 (dua) amplop putih masing-masing berisi USD1.000. Pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015, Gary dan Indah menemui Tripeni Irianto Putro dan mendesak agar gugatannya dimasukkan dalam wewenang pengadilan PTUN. Kemudian OC. Kaligis menyerahkan sebuah amplop putih kepada Tripeni Irianto Putro namun ditolaknya. Pada hari yang sama setelah pertemuan dengan Gary, Dermawan Ginting dan Amir Fauzi menghadap kepada Tripeni Irianto Putro untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Hakim. Di dalam musyawarah tersebut, Dermawan Ginting menyampaikan tentang pertemuannya dengan Gary sebelumnya yang meminta bantuan untuk dimenangkan. Selanjutnya sesampainya di Jakarta OC. Kaligis bertemu Evy Susanti membicarakan perkembangan persidangan dan meminta uang lagi sebesar USD25.000, karena uang yang sebelunya sebesar USD25.000 telah diberikan kepada 3 (tiga) hakim. Kemudian Indah memberikan 2 (dua) buah buku yang didalamnya masing-masing diselipkan amplop putih yang berisi uang USD5.000 kepada Dermawan Ginting dan Amir Fauzi. Pada hari yang sama Dermawan Ginting dan Amir Fauzi menemui Tripeni Irianto Putro dan melaporkan bahwa telah bertemu dengan Gary dan menerima uang dari Gary namun tidak sesuai harapan.

7 Juli 2015, Majelis hakim membacakan putusan Perkara. Setelah selesai sidang, Gary menemui Syamsir Yusfan dan menyerahkan amplop tipis berwarna putih berisi uang sebesar USD1.000 sebagaimana arahan OC. Kaligis. Pada hari Kamis 9 Juli 2015, pergi ke Medan menuju Kantor PTUN menemui Syamsir Yusfan dan menyampaikan keinginannya untuk bertemu Tripeni Irianto Putro. Kemudian Gary bertemu dengan Tripeni Irianto Putro dan menyerahkan amplop berisi uang USD5.000. kemudian Gary keluar dan turun ke bawah, pada saat Gary keluar dari pintu utama Kantor PTUN di tangkap oleh Petugas KPK.

